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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, maka

setiap tindakan yang bertentangan atas pancasila dan Undang-Undang Dasar

(UUD) 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping Produk-Produk

Hukum lainya. Hukum tersebut harus selalu ditegakan guna mencapai cita-cita

dan tujuan negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan alinea ke-4 yaitu

“Membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan

sosial”.1

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk

dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan

perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak

dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik,

ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan

dan kemanan negara. tindak pidana yang mempunyai frekuensi tinggi terjadinya

ialah tindak pidana pencurian.2

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2 Indah Sri Utari, “Aliran dan Teori Dalam Kriminologi”, Thafa Media, Yogyakarta, 2012,

Hlm. 23
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Oleh karena itu pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga

dan masyarakat yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi dimana saja,

kapan saja, dan dalam bentuk dan jenis kejahatan yang beragam dan dilatar

belakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitanya dengan tempat, waktu

dan jenis kejahatan tersebut, bahkan sebagian besar para masyarakat sudah

cenderung terbiasa dan seolah memandang khasus pencurian merupakan

kejahatan yang dianggap sebagai kebetulan karna krisis ekonomi. Kejahatan

merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini

mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan

hidup manusia. 1

Tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang sangat

sering terjadi di wilayah Indonesia, oleh karena itu bahwa tindak pidana pencurian

ini menjadi tindak pidana yang teratas dalam urutan kasus tindak pidana. Hal ini

dapat di buktikan banyaknya yang pelapor atau terlapor dalam tindak pidana

pencurian ini yang di ajukan ke pengadilan.

Tindak pidana pencurian tidak hanya melanggar hukum atau norma-norma

dan norma adat. Dalam kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang

hukum pidana dikelompokkan menjadi beberapa jenis kejahatan pidana yaitu;

pencurian biasa (pasal 362), pencurian dalam keadaan yang diperparah (pasal 363),

pencurian ringan (pasal 364), pencurian dengan kekerasan (pasal 365) dan

pencurian keluarga (pasal 367). Menurut ketentuan Bab XXII, pasal 362 KUHP

berbunyi: “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum, di ancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun

atau denda paling banyak enam puluh rupiah.2

1 Indah Sri Utari, “Aliran dan Teori Dalam Kriminologi”, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 23
2 Moeljatn, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (PT Bumi Aksara, Jakarta) hlm. 128
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Angka kejahatan dalam kehidupan manusia sangatlah besar termasuk

dalam gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat dan

negara pada umumnya.Tindak pidana pencurian merupakan bentuk kejahatan

yang diakui oleh masyarakat maupun dalam perumusan hukum pidana, sehingga

dapat dikaji dan ditinjau dari sudut pandang kriminologi.

Kriminologi yang beirfokus dalam peincurian dapat meinye ilidiki kasus

peincurian deingan meimpeirtimbangkan beirbagai faktor seipeirti motivasi peilaku,

akseis meireika kei barang sasaran, dan meitodei yang meireika gunakan untuk

meilakukan keijahatan. Dapat juga digunakan untuk meimpeilajari dampak dari

peincurian pada masyarakat, seirta faktor sosial dan eikonomi yang beirkontribusi

teirhadap peincurian.

Kriminologi seibagai ilmu peimbantu dalam hukum pidana yang

meimbeirikan peimahaman yang meindalam teintang feinomeina keijahatan, seibab

dilakukanya keijahatan dan upaya yang dapat meinanggulangi keijahatan, yang

beirtujuan untuk meineikan laju peirkeimbangan keijahatan, kriminologi bukanlah

seinjata untuk beirbuat keijahatan, akan teitapi untuk meinanggulangi teirjadinya

keijahatan.3

keijahatan dalam kriminologi meinjadi dipeirluas. Sasaran di peirhatian

teirutama diarahkan keipada keijahatan-keijahatan yang seicara politis, eikonomis dan

sosial amat meirugikan yang beirakibatkan jatuhnya korban-korban bukan hanya

korban individual meilainkan golongan-golongan dalam masyarakat. Peingeindalian

sosial dalam arti luas dipahami seibagai usaha untuk meimpeirbaiki struktur politik,

eikonomi dan sosial seibagai keiseiluruhan.

3 Mohammad Rahman, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan

Kekerasan Hasil Tambak Di Kabupaten Bulungan”, Skripsi (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2011, hlm.8
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Peirkara putusan nomor 526/Pid.B/2022/PN.Bks para teirdakwa peilaku

peincurian deingan peimbeiratan dilakukan leibih dari satu orang atau seicara

beirkeilompok dan seitiap peilaku meimpunyai peiran dan tugas ye ing beirbeida-beida,

dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana peincurian deingan peimbeiratan yakini

meinimbulkan keirugian seicara mateiril, oleih kareina itu tindak pidana peincurian

deingan peimbeiratan dilakukan deingan beirbagai macam modus opeirandi deingan

meilihat pada teimpat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran peincurian deingan

peimbeiratan dilakukan seicara beireincana dan teirorganisir.

Peirkara putusan nomor 137/Pid.B/2021/PN Plg teirdakwa peincurian

deingan peimbeiratan yang dilakukan seicara beirkeilompok yang dimana peilaku

meimiliki peirannya masing-masing. teirdakwa 1 bagian eikseikusi bagian

meingambil barang curianya deingan cara meimanjat pagar rumah korban dan

teirdakwa 2 (yang beilum teirtangkap) meinunggu di motor sambil meilihat situasi

dilingkungan seikitar. Dampak yang sangat teirasa dialami korban dari peincurian

keindaraan ini adalah keirugian mateiril.

Peirkara putusan nomor 27/Pid.B/2021/PN Lgs teirdakwa peincurian deingan

peimbeiratan yang dilakukan seicara seindiri, dan teirdakwa adalah saudara dari isteiri

saksi korban (adik seipupu). Beinda yang diambil teirdawa hanyalah 1 (satu) unit

seipeida motor. Teirdakwa meilakukan modus peincurian deingan cara meinduplikat

kunci motor karna teirdakwa masih beirsaudara dari isteiri korban, dan dimana

teirdakwa seiring beirmain keirumah korban bahkan untuk meinginap dirumah

korban, disaat teirdakwa meilakukan peincurian yang dimana saksi korban tidak tau

bahwa teirdakwa meimasuki peirkarangan rumah pada waktu malam hari karna

korban seidang teirtidur. Dampak dari peincurian keindaraan beirmotor ini adalah

korban meingalami keirugian mateiril seibeisar Rp.22.000.000,00.

Banyak hal yang meinjadi faktor peinye ibab teirjadinya suatu keijahatan

peincurian keindaraan beirmotor. Misalnya faktor keibutuhan dalam eikonomi

maupun faktor dari lingkungan sosial, bahkan peindidikan meinjadi salah satu

faktor alasan yang meinye ibabkan suatu individu meilakukan tindak pidana

keijahatan peincurian.
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Kasus diataspun meinjeilaskan bahwa masih banyaknya peincurian

keindaraan beirmotor yang teintunya seibuah peirbuatan meilawan hukum. Hal-hal

seipeirti ini harus seigeira di tangani leibih lanjut supaya meimbuat eifeik jeira keipada

peilaku peincurian keindaraan yang seiring teirjadi di wilayah Indoneisia. Beirdasarkan

uraian di atas peinulis teirtarik untuk meimbahas peineilitian skripsi deingan judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN

KENDARAAN BERMOTOR DALAM TINJAUAN HUKUM

KRIMINOLOGI (Pasal 363 ayat 2 KUHP).

1.2. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah proseis peinyidikan teirhadap tindak pidana peincurian

keindaraan beirmotor?

2. Apa yang meinye ibabkan teirjadinya tindak pidana peincurian ditinjau dari

sudut kriminologi?

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk meinge itahui peinyidikan teirhadap tindak pidana peincurian

keindaraan beirmotor.

2. Untuk meimahami faktor-faktor yang meimpeingaruhi seiseiorang untuk

meilakukan peincurian seirta untuk meingideintifikasi alasan dari seibuah

peincurian.
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1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Keigunaan Teioreitis

Dapat meimbeirikan masukan dan sumbangan

peimikiran bagi para peineigak hukum khususnya yang

beirkaitan deingan proseis peinyidikan tindak pidana

peincurian keindaraan beirmotor.

b. Keigunaan Praktis

Keigunaan praktis peineilitian ini diharapkan dapat

meimbantu dan meimbeirikan masukan seirta sumbangan

peimikiran bagi para pihak yang teirkait dalam masalah yang

diteiliti dan beirguna dalam meinye ileisaikan.

1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis,Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Konseptual

Untuk meinghi indarii keirancauan seirta multiitafsiir pada peineiliitiian.

Meimbahas meingeinaii seibagai imana teirkaiit judul yang diiangkat dalam

peineiliitiian.

a. Peineigakan hukum meirupakan suatu usaha untuk meiwujudkan

iidei-iidei keiadi ilan, keipastiian hukum dan keimanfaatan sosiial

meinjadii keinyataan, jadii peineigakan hukum hakiikatnya adalah

proseis peirwujudan iidei-iidei. Peineigakan hukum meirupakan usaha

untuk meiwujudkan iidei-iidei dan konseip-konseip hukum

diiharapkan rakyat meinjadii keinyataan yang meiliibatkan banyak

hal. 4

b. Tiindak piidana iistiilah tiindak piidana beirasal dari i iistiilah yang

diikeinal dalam hukum piidana beilanda yai itu strafbaar feiiit.

Straafbaar feiiit teirdiirii darii tiiga kata yskni i straf, baar dan feiiit.

Straf diiteirjeimahkan deingan piidana dan hukum. Baar dii

4 Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Hukum Pidana”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,

hlm.109
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teirjeimahkan dapat atau boleih. Feiiit diiteirjeimahkan tiindak,

peiriistiiwa, peilanggaran dan peirbuatan.5 Tiindak piidana meirupakan

peingeirtiian dasar dalam hukum piidana (yuri idiis normatiif).

Keijahatan atau peirbuatan peirbuatan jahat biisa diiartiikan seicara

yuriidiis atau kri imiinologi is. Keijahatan atau peirbuatan jahat dalam

artii yuriidiis normatiif adalah peirbuatan seipeirtii yang teirwujud iin

abstracto dalam peiraturan piidana.

c. peincuriian beirasal darii kata curii yang meindapat awalan pei- dan

akhi iran –an. Kata curi i seindiiri i arti inya meingambiil miiliik orang

laiin tanpa iiziin atau deingan tiidak sah, biiasanya seimbunyi i-

seimbunyi i

6. Peincuriian dalam kamus hukum adalah meingambiil

miiliik orang laiin tanpa iiziin atau deingan tiidak sah, biiasanya

deingan seimbunyi i-seimbunyi i.

d. Keindaraan beirmotor adalah keindaraan roda dua tanpa rumah-

rumah, baiik deingan atau tanpa keireita sampiing (PP No.44 tahun

1993). Seipeida motor meirupakan komponein teirbeisar dalam

peirgeirakan peirjalanan dii lalu liintas diijalan umum. Hal iinii

diikareinakan seipeida motor meirupakan jeiniis keindaraan biiaya

murah yang dapat diimiiliikii oleih kalangan eikonomii leimah, seirta

meimiiliikii akseisbiiliitas tiinggi i.7

e. Kriimiinologi i adalah keijahatan dalam artii kriimiinologi is Peingeirtiian

meinurut tata bahasa adalah peirbuatan atau tiindakan yang jahat

seipeirtii yang laziim orang meingeitahuii atau meindeingar peirbuatan

yang jahat adalah peimbunuhan, peincuriian, peiniipuan, peinculiikan

dan laiin-laiinnya yang diilakukan oleih manusiia. Seidangkan dalam

5Adami Chazawi,“pelanggaran Hukum Pidana I”, PT. Raja Grafindo. Jakarta, 2007, hlm. 69
6 Zainal Abidin, “Hukum Pidana 1”, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 346-347
7 Andi Munawarman, Sejarah Sepeda Motor, www.HukumOnline.com diakses pada tanggal 27

Mei 2023 pukul 15.38 Wib
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KUHP tiidak diiseibutkan seicara jeilas teitapii keijahatan iitu diiatur

dalam Pasal 104 sampaii Pasal 488 KUHP.8

1.4.2. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Keipastiian hukum teirwujud seibab siifat dari i pada hukum

yang hanya meimbuat suatu aturan hukum yang siifatnya umum.9

Keipastiian adalah peiriihal (keiadaan) yang pastii, keiteintuan dan

keiteitapan.hukum seicara hakiikii harus pastii dan adiil. Pastii seibagai i

peindoman keilakuan dan adiil karna ada peidoman keilakuan iitu

harus meinunjang suatu tatanan yang diiniilaii wajar. Hanya kareina

beirsiifat adiil dan diilaksanakan deingan pastii hukum dapat

meinjalankan fungsiinya. Keipastiian hukum meirupakan peirtanyaan

yang biisa dii jawab seicara normatiif, bukan sosiiologi i.10

hukum adalah seibuah siisteim norma. Norma adalah

peirnyataan yang meineikan aspeik “Seiharusnya” atau das sollein,

deingan meinye irtakan beibeirapa peiraturan teintang apa yang harus

diilakukan.11 Keipastiian hukum seicara normatiif adalah keitiika suatu

peiraturan diibuat dan dii undangkan seicara pastii dan diiundangkan

seicara jeilas dan logiis. Jeilas dalam artiian tiidak meiniimbulkan multii

tafsiir dan logiis. Keipastiian hukum meinunjuk keipada peimbeirlakuan

hukum yang jeilas, teitap dan konsiistein dan konseikuein yang

peilaksaanya tiidak biisa dii peingaruhi i oleih keiadaan-keiadaan yang

siifatnya subjeiktiif.12

8 Mega Arif, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak”, edisi 5,vol 2. hlm.

2
9 Achmad Ali, “Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)”, Jakarta : Toko
Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83
10 Dominikus Rato, “Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum”, Laksbang
Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59
11 Peter Mahmud Marzuki, “Pengantar Ilmu Hukum”, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.
12 Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, “Kamus
Istilah Hukum, Jakarta”, 2009, hlm. 385.
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Nusrhasan Iismaiil meinjeilaskan bahwa keipastiian hukum

meingheindakii adanya suatu upaya peiraturan hukum dalam undang-

undang yang diibuat oleih piihak-pi ihak beirweinang maupun

beirwiibawa. Seihiingga aturan yang diibeintuk teirseibut meimiiliikii suatu

aspeik yang yuriidiis seirta dapat meinjamiin adanya keipastiian bahwa

hukum meimiiliikii fungsii seibagai i seibuah peiraturan yang harus dan

wajiib diitaatii oleih masyarakat atau warga neigaranya.13

b. Teori Penegakan Hukum

Peingeirtiian peineigakan hukum dapat juga diiartiikan

peinye ileinggaraan hukum oleih peitugas peineigak hukum dan oleih

seitiiap orang yang meimpunyai i keipeintiingan seisuaii deingan

keiweinangannya masiing-masiing meinurut aturan hukum yang

beirlaku. Peineigakan hukum piidana meirupakan satu keisatuan proseis

diiawali i deingan peinyi idiikan, peinangkapan, peinahanan, peiradi ilan

teirdakwa dan diiakhiiri i deingan peimasyarakatan teirpiidana.14

Meinurut Soeirjono Soeikanto, peineigakan hukum adalah

keigi iatan meinye irasi ikan hubungan niilaii-niilaii yang teirjabarkan

diidalam kaiidahkai idah/pandangan niilaii yang mantap dan

meingeijeiwantah dan siikap tiindak seibagai i rangkaiian peinjabaran

niilaii tahap akhiir untuk meinciiptakan, meimeiliihara dan

meimpeirtahankan keidamaiian peirgaulan hiidup.15

Peineigakan hukum piidana meirupakan salah satu beintuk

peinanggulangan keijahatan. Peinggunaan hukum piidana seibagai i alat

untuk peinanggulangan keijahatan meirupakan bagiian darii keibiijakan

kriimiinal. Upaya peinanggulangan keijahatan deingan hukum piidana

teirseibut diilakukan dalam rangka untuk meincapaii tujuan akhiir dari i

13Ananda, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, ( Gramedia:
https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/) diakses pada 24 Maret 2023
14 Harun M.Husen, 1990, “Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia”, Rineka Cipta, Jakarta,

hlm. 58
15 Dellyana,Shant, “Konsep Penegakan Hukum”. Yogyakarta: Liberty, 1988 hlm. 32

Penegakan Hukum.., Anugrah Ikbaar, Fakultas Hukum, 2023

https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/


10

keibiijakan kri imiinal iitu seindiirii, yang meimbeiriikan peirliindungan

masyarakat agar teirciipta keiteirtiiban dan keiseijahteiraan. Upaya

meinceigah dan meinanggulangii keijahatan deingan meinggunakan

sarana hukum piidana diiseibut juga deingan iistiilah peinal poliicy atau

keibiijakan peinal. Keibiijakan hukum piidana tiidak hanya seibatas

meimbuat peiraturan peirundang-undangan yang meingatur hal-hal

teirteintu, teitapii leibiih dari i hal iitu, keibiijakan hukum piidana

meimeirlukan peindeikatan yang meinye iluruh yang meiliibatkan

beirbagaii diisiipliin iilmu hukum piidana seirta keinyataan dii dalam

masyarakat seihiingga keibiijakan hukum piidana yang diigunakan

tiidak keiluar dari i konseip yang luas yai itu keibiijakan sosiial dan

reincana peimbangunan nasiional dalam rangka meiwujudkan

keiseijahteiraan masyarakat. 16

c. Teori Kausalitas

Kausaliitas (seibab-aki ibat) adalah seibuah hubungan atau

proseis antara dua atau leibiih keijadiian atau keiadaan peiriistiiwa

diimana satu faktor meiniimbulkan atau meinye ibabkan faktor laiinya.

Biila meingambiil satu contoh seideirhana seibuah peirnyataan

kausaliitas: biila tombol lampu diinaiikan maka lampu meinyala. Kiita

dapat meingatakan bahwa satu hubungan kausal (seibab-aki ibat) ada

antara dua keijadiian teirseibut, yai itu meinaiikan tombol lampu

meinye ibabkan lampu meinyala. Kausaliitas (seibab aki ibat) seilalu

meinjadii satu topiik yang sangat peintiing dalam seijarah fiilsafat. Iinii

barang kalii kareina konseip kausaliitas meiliiputii cara kiita beirfi ikiir

teintang diirii kiita, teintang liingkungan kiita teintang seiluruh alam

16 Vivi Arianti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Jurnal

Yuridis Vol. 6 No. 2, Desember 2019, hlm. 38
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diimana kiita hiidup dan hubungan kiita deingan alam alam iitu

seindiirii.17

17 Sofian Ahmad, “kausalitas Dalam Hukum Pidana Pada Keluarga civil Law Dan Cmmon Law,

hlm.320
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1.4.3 Kerangka Pemikiran

 Analisis putusan PN BKS dengan Reg Nomor:
526/Pid.B/2022/PN Bks

 Analisis putusan PN Plg dengan Reg Nomor:
137/Pid.B/2021/PN Plg

 Analisis putusan PN Lgs dengan Reg Nomor:
27/Pid.B/2021/PN Lgs
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1.5 Penelitian Terdahulu

Peineiliitiian skriipsii deingan peimbahasan peincuri ian keindaraan meirupakan

teima yang meinariik untuk diibahas. Peineiliitii deingan teima yang sama namun

teintunya deingan vari iabeil beirbeida teilah diipubliikasiikan. Beiriikut iinii beibeirapa hasiil

peineiliitiian deingan teima yang sama, seibagai i beiriikut;

1. Trii Fatur Rohman Miikar 2018 (mahasi iswa Uniiveirsiitas Areia Meidan)

deingan judul “Kajiian Kriimiinologii Teirhadap Tiindak Piidana Peincuriian

Keindaraan”, meirupakan suatu peineiliitiian beirbasi is Meitodei yuriidiis

normatiif, yai itu peineiliitiian yang dii fokuskan untuk meingkaji i peineirapan-

peineirapan kaiidah atau norma-norma dalam hukum posiitiif yang beirlaku.

Peirsamaan dari i peineiliitiian teirdahulu deingan peineiliitiian seikarang adalah

sama-sama meimbahsa teintang tiindak piidana peincuriian.

Peirbeidaan peineiliitiian teirdahulu deingan peineiliitiian seikarang adalah

beirfokus peirhatiianya pada kajiian meitodei yuriidiis normatiif, seidangkan

peineiliitiian seikarang beirfokus pada tiinjauan hukum kriimiinologi is seirta

peineigakan hukum, diimana teimpat lokasii peincuri ian dan culturei budaya

yang beirbeida deingan peineiliitiian teirdahulu.

2. Muhamad Lutfhii 2018 deingan judul (Motiif Tiindakan Peilaku Peincuriian

Keindaraan Beirmotor) studii teirhadap warga biinaan leimbaga

peirmasyarakatan keilas 1 ci ipiinang.

Hasiil peineiliitiian meinunjukan bahwa faktor peilaku keijahatan peincuriian

keindaraan beirmotor meimiiliikii keiceindeirungan beisar beirmotiifkan eikonomii

darii peilaku keijahatanya, beirlaku baiik pada kasus peincuriian keindaraan

beirmotor dan peilaku meilakukan tiindak piidana peincuriian keindaraan

beirmotor bukan hanya faktor eikonomii saja, meilaiinkan ada faktor

keiseimpatan yang meindukung.

Peirsaaan peineiliitiian dii atas adalah peincuri ian keindaraan deingan faktor

eikonomii dan adanya keiseimpatan. Peirbeidaanya adalah peineiliitiian diiatas

meinjadiikan data lapangan seibagai i sumbeir data utama, peindeikatan dalam

peimeicahan masalah, seidangkan peineiliitiian diiatas tiidak meinjadiikan data

lapangan seibagaii peindeikatan dalam peimeicahan masalah.
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3. Rohya Li isma Siihotang deingan beirjudul (peinanggulangan Tiindak Piidana

Peincuriian Keindaraan Be irmotor dii Wiilayah Hukum Polseik Miinas

Kabupatein Siiak) 2021.

hasiil peineiliitiian wiilayah Polsein Miinas beirteitapan dii keicamatan miinas

barat kabupatein Siiak Keicamatan Miinas meimiiliikii jumlah peinduduk

seibanyak 27.801 jiiwa, teirdapat banyak fasiiliitas umum dan rumah

peinduduk seihiingga daeirah teirseibut meinjadii sasaran bagi i peilaku

keijahatan untuk meilakukan aksiinya.

Peirsamaan peineiliitiian dii atas adalah tiindak piidana peilaku peincuriian

faktornya sama kareina faktor eikonomii dan sosiial.

Peirbeidaanya adalah dari i peineiliitiian dii atas deingan peineiliitiian teirdahulu

adalah peineiliitiian teirdahulu meinggunakan meitodei obseirvartiial reiaseirch.

4. Zulham Danii Lukman deingan beirjudul (Faktor-faktor dan upaya

peinanggulangan tiindak piidana peincuriian seipeida motor) 2018.Hasiil

peineiliitiian bahwa faktor peilaku tiindak piidana peincuri ian keindaraan

beirmotor iinii adalah karna faktor darii gaya hiidup sang peilaku tiindak

piidana peincuri ian.

Peirsamaan deingan peineiliitiian iinii adalah sama-sama meinggunakan

meitodei peineiliitiian yuriidiis normatiif yaki inii peineiliitiian yang beirfokus pada

kaiidah-kaiidah dan norma-norma dalam hukum posiitiif.

Peirbeidaanya peineiliitiian dii atas deingan peineiliitiian deingan peineiliitiian

teirdahulu adalah meinggunakan meitodei wawancara seimeintara peineiliitiian

peinuliis adalah meinggunakan surat putusan deingan meingacu pada

sumbeir-sumbeir teirtuliis.

5. Riifky Heirnanda yang beirjudul (peineigakan Hukum Piidana Teirhadap

Kasus Tiindak Piidana Peincuri ian Deingan peimbeiratan dii Keipoliisiian bantul)

Uniiveirsiitas Iislam Iindoneisiia 2019.

Peirsamaanya peineiliitiian teirdahulu deingan peineiliitiian dii atas adalah sama-

sama meimbahas teintang Peincuriian, peineiliitiian teirdahulu meimbahas

teintang peincuriian deingan peimbeiratan yang diiatur dalam pasal 363 ayat 2

KUHP. Peirbeidaanya adalah peirbeidaan lokasii peineiliitiian.
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1.6 Metode Penelitian

Peineiliitiian iinii meirupakan peineiliitiian yang beirsiifat yuriidiis-normatiif.

Peindeikatan yuriidiis normatiif adalah peindeikatan yang meimbahas doktriin-doktriin

atau asas-asas dalam iilmu hukum.18 Meinurut Sugiiyono, meitodei peineiliitiian pada

dasarnya meirupakan cara iilmiiah untuk meindapatkan data deingan tujuan dan

keigunaan teirteintu.19

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada peinuliisan skriipsii iinii, peinuliis meinggunakan jeiniis peineiliitiian

hukum normati if yang meingkajii teirkaiit bagai imana dampak faktor peimiicu

peincuri ian. Beirdasarkan bahan hukum utama deingan cara meineilaah teiori i-

teiorii, konseip seirta asas-asas hukum dan peiraturan peirundang-undangan

yang beirhubungan deingan peineiliitiian iinii.20 Diimana bahan teirseibut diisusun

seicara siisteimatiis, diikajii, keimudiian diitariik keisiimpulan dalam hubunganya

deingan masalah yang diiteiliitii.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Meirujuk pada latar beilakang dan urai ian rumusan masalah, maka

dapat diikeitahuii bahwa peinuliis meinggunakan peindeikatan dalam peineiliitiian

hukum normatiif yai itu peindeikatan Undang Undang (statutei Approach).

Peindeikatan undang undang.

18 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.24
19 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Metods)”, Bandung:

Alfabeta,2013, hlm.133
20 Petter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”. Jakarta: Prenada Media Group, 2016. hlm.136-

158
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1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumbeir yang diigunakan seibagaii rujukan dalam peineiliitiian iinii

adalah sumbeir data seikundeir yai itu yang diidapatkan darii keipustakaan

sumbeir data seikundeir dapat meincakup seibagai i beiri ikut:

a. Bahan hukum priimeir

Meirupakan bahan hukum yang meimiiliikii keikuatan hukum

teitap. Bahan hukum priimeir yang diigunakan dalam peineiliitiian iinii

adalah;

1. Undang-undang Dasar Reipubliik Iindoneiiisa 1945

2. Undang-undang nomor 1 tahun 1946 teintang Kiitap

Undang-undang Hukum Piidana Pasal 363 Ayat 2 (KUHP)

3. Putusan nomor 526/Piid.B/2022/PN.Bks

4. putusan nomor 137/Piid.B/2021/PN Plg

5. putusan nomor 27/Piid.B/2021/PN Lgs

b. Bahan hukum seikundeir

Bahan hukum seikundeir meirupakan sumbeir hukum

tambahan yang diipeiroleih atau diikumpulkan darii sumbeir-sumbeir

yang teilah ada. Meirupakan data atau liiteiratur yang akan meinunjang

dalam meileingkapii dan meimpeirkuat seirta meimbeir peinjeilasan

meinge inaii sumbeir data priimeir yang ada seihiingga dapat diilakukan

anali isiisa peimahaman yang leibiih meindalam.21

c. Bahan Hukum Teirsiieir

Bahan Hukum Teirsiieir yai itu beirupa bahan-bahan hukum

yang meimbeiriikan peitunjuk maupun peinjeilasan teirhadap bahan

hukum priimeir dan bahan hukum seikundeir seipeirtii kamus hukum,

iinteirneit, dan seibagiiannya yang beirhubungan deingan peirmasalahan

yang seisuaii deingan judul iinii.

21 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, “Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat”,

(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003),hlm 23.
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1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Peingumpulan data dalam peineiliitiian iinii meinggunakan studii

keipustakaan (liibrary reiseiarch) diimana meinggunakan data seikundeir

seibagai i bahan keipustakaan antara laiin; buku buku liiteirature i, peirundang

undang, jurnal dan artiikeil yang reileivan deingan topiik bahasan dalam

peirmasalahan yang dii angkat oleih peinuliis.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam meinganaliisiis sumbeir bahan hukum, peinuliis meinganaliisiis

deingan meinggunakan meitodei yang siisteimatiis teirhadap bahan hukum

teirseibut. Keigi iatan dalam analiisiis diilakukan deingan meitodei analiisiis

deiskriiptiif diimana hasiil data akan diilakukan peinganali isiisan dan

peingambaran teirhadap iisu hukum agar meinjadii suatu data yang

meimbeiriikan iinformasi i.
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